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PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

Mengingat

NOMOR : KP.4404 /AJ.502 /DRJD /2020
TENTANG

AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan

Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133

Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji

Berkala Kendaraan Bermotor;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S025);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)



Menetapkan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomeor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun
2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1296);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

MEMUTUSEKAN:
FERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT TENTANG AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian
kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau
komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan
kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis dan laik jalan.

2. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang
dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan
bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang
dioperasikan di jalan.

3. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah
unit tempat dilaksanakannya kegiatan Uji Berkala
kendaraan bermotor.

4. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
adalah proses pemberian pengakuan formal vyang
menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala
kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan keglatan pengujian berkala kendaraan
bermotor.

o. Sertiikat Akreditasi adalah pengakuan formal vyang
menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala
kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan
bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

6. Keputusan Penetapan Akreditasi adalah bentuk pengakuan
oleh Direktur Jenderal atas pemenuhan persyaratan untuk
menyelenggarakan kegiatan unit pelaksana uji berkala
kendaraan bermotor.



7.Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan penilaian
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Darat.

9. Direktur adalah Direktur yang membidangi Sarana
Perhubungan Darat.

BAB Il
PERSYARATAN AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor dilaksanakan dalam rangka memastikan
pemenuhan standar sebagai Umit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor.

(2) Pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuktikan dengan pemberian Keputusan Akreditasi
dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3
Untuk memperoleh Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
harus memenuhi persyaratan:
a. lokasi;
b. kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan
bermotor;
d. standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
e. keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;



f. sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor; dan
g. informasi uji berkala kendaraan bermotor.

(1]

(2)

(3)

(4]

Pasal 4
Lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling
sedikit memenuhi persyaratan:
a. sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah
(RUTRD);
b. memiliki jalan akses yang dapat dilalui oleh semua jenis
kendaraan wajib uji; dan
c. memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuktikan
dengan sertifikat kompetensi penguji.
Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
paling sedikit meliputi:
a. bangunan gedung pengujian;
b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan
gudang;
c. jalan keluar - masuk;
d. lapangan parkir;
e. bangunan gedung administrasi;
f. pagar;
g. fasilitas penunjang untuk umum;
h. fasilitas listrik;
1. lampu penerangan; dan
] pompa air dan menara air.
Standar peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling
sedilat meliputi:



a. peralatan utama, paling sedikit meliputi:

1)
2]
3)
4
3)
6]
7)
8]
9)

alat uji emisi gas buang;

alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester);
alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
alat uji rem;

alat uji lampu;

alat uji kincup roda depan;

alat uji penunjuk kecepatan;

alat pengukur kedalaman alur ban;

alat pengukur berat;

10) alat pengukur dimensi; dan
11) alat uji daya tembus cahaya pada kaca.
b. peralatan penunjang, meliputi:

1)
2)
3)

kompresor udara;

generator set;

peralatan bantu, antara lain:

a) palu;

b} senter;

c) alat bantu uji dimensi;

d) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan
wajib uji;

e} alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan
menghapus hasil uji pada kartu uji;

f) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data
hasil uji secara digital; dan

g toolkit.

(5) Keakurasian peralatan pengujian berkala kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e
dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi.

(6) Sistem dan tata cara pengujian berkala kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf {

paling sedikit memenuhi persyaratan:



a. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;

b. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara
Penggunaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor;

¢. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Cara
Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

d. memiliki rencana dan pelaporan secara berkala setiap
unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor kepada
Direktur Jenderal.

(7} Informasi Uji Berkala kendaraan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g paling sedikit memenuhi
persyaratan:

a. memiliki informasi paling sedikit memuat:

1) tata cara dan prosedur Uji Berkala kendaraan
bermotor;

2) besaran biaya pengujian;

3) penanggung jawab unit pelaksana uji berkala
kendaraan bermotor; dan

4] waktu pelayanan.

b. sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor harus
terhubung dan terintegrasi dengan sistermn informasi
pada Kementerian Perhubungan serta dapat diakses
oleh masyarakat.

BAB Il
KLASIFIKASI AKREDITASI

Pasal 5
Klasifikasi Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor terdiri atas:
a. akreditasi A; dan
b. akreditasi B.



(1)

12)

(2)

Pasal 6

Klasifikasi Akreditasi A sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf a dengan kriteria sebagai berikut;

a. memenuhi persyaratan akreditasi Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4;

b. menggunakan sistem pembayaran non tunai; dan

c. menggunakan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe).

Akreditasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b dengan kriteria sebagai berikut:

a. persyaratan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tidak terpenuhi secara lengkap;

b. memenuhi standar peralatan pengujian berkala
kendaraan bermotor, paling sedikit meliputi:

1) alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap
gas buang;

2) alat waji rem;

3) alat uji lampu; dan

4) alat uji berat.

¢. masih menggunakan sistem pembayaran tunai.

Pasal 7

Akreditasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) diberikan setelah menyampaikan Surat Komitmen
Rencana Aksi.

Surat Komitmen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Wali kota atau
pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Agen Pemegang
Merek/pimpinan Unit Pelaksana Uji Berkala Swasta
kepada Direktur Jenderal.



(3) Surat Komitmen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa kesanggupan untuk melengkapi
kekurangan persyaratan Akreditasi dengan batas waktu
komitmen pemenuhan paling lama 4 (empat) tahun sejak
pengajuan permohonan akreditasi.

(4) Bentuk Surat Komitmen Rencana Aksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 8
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak
memenuhi klasifikasi Akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dilarang menyelenggarakan kegiatan pengujian

berkala kendaraan bermotor.

BAB IV
TATA CARA AKREDITASI

Pasal 9
(1) Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor diberikan kepada:
a. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik
pemerintah Kabupaten /Kota;
b. Uit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milk
pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
c. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik
Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan bermotor; dan
d. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik
swasta.
{(2) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdiri atas:



(1)

2]

(3)

a. pihak swasta yang melakukan kegiatan khusus di
bidang Pengujian Kendaraan Bermotor; atau

b. bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan
kualitas di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 10

Pemberian Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan

oleh:

a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab
dibidang pengujian kendaraan bermotor, untuk Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik
Pemerintah Kabupaten/Kota,

b. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung
jawab dibidang pengujian kendaraan bermotor, untuk
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

c. pimpinan perusahaan agen pemegang merek, untuk
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik
Agen Pemegang Merek; dan

d. pimpinan perusahaan swasta, untuk Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.

Pengajuan permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji

Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pengajuan permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji

Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilengkapi dengan:

a. standar pelayanan (Komitmen Pelayanan);

b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;

c. media pengaduan masyarakat; dan



(4)

(5)

(6)

(1)

(2]

(3]

(4)

(5]

d. penyediaan fasilitas penilaian terhadap kepuasan
masyarakat;

Setelah permohonan dinyatakan lengkap scbagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan penilaian lapangan.
Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal
menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan disertai
dengan alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
pengajuan permohonan diterima.

Bentuk Surat Permohonan Akreditasi dan Surat
Pemberitahuan Penolakan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Penilaian lapangan permohonan akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan oleh Tim
Akreditasi.
Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dibentuk oleh Direktur Jenderal.
Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki masa kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. ketua;
b. wakil ketua; dan
c. anggota
Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas unsur:
a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
b. Akademisi atau Asosiasi Profesi Penguji Kendaraan

Bermotor.



Pasal 12

(1) Hasil penilaian lapangan oleh Tim Akreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1] dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Akreditasi.

(2) Berita Acara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar
penetapan Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(3) Bentuk Berita Acara Akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

BAB V
KEPUTUSAN PENETAPAN AKREDITASI
DAN SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 13
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang
memenuhi  persyaratan akreditasi, diberikan Keputusan
Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14
Keputusan Penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 memuat keterangan mengenai:
a. nomor dan tanggal Keputusan;
b. nomor Berita Acara Hasil Akreditasi:
c. nama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
d. klasifikasi Akreditasi; dan
e. tanda tangan Direktur Jenderal.



(1)

(2)

(1)

2)

(3)

(4)

Pasal 15
Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 dicetak di atas kertas dengan sistem pengaman yang
diberi lambang perhubungan dan nomor sertifikat.
Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat keterangan mengenai:
a. nama Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
b. nomor sertifikat;
c. klasifikasi Akreditasi;
d. tanda tangan Direktur Jenderal;
e. masa berlalu sertifikat; dan
f. sanksi administrasi.

Pasal 16
Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku:
a. 5 (lima) tahun, untuk akreditasi A;
b. 4 (empat) tahun, untuk akreditasi B;
Masa berlakku Keputusan Penetapan Akreditasi dan
Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat diperpanjang selama Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor melakukan pengujian,
Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan
Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku berakhir.
Perpanjangan Keputusan Penetapan Akreditasi Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan
sesual dengan tata cara pengusulan Akreditasi Unit



Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.

{5) Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pengujian
berkala Kendaraan Bermotor dilakukan pembinaan dan

pengawasan.

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan
melakukan:

a. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan
terkait pengujian berkala Kendaraan Bermotor;

b. menerbitkan /mencabut Keputusan Penetapan
Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor;

¢. melakukan monitoring terhadap Penyelenggaraan Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;



d. menjatuhkan sanksi administratif terhadap Unit
FPelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang
melakukan pelanggaran pelaksanaan pengujian
Kendaraan Bermotor.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

(1) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang
melaksanakan tugas pengujian berkala Kendaraan
Bermotor tidak sesuai dengan Akreditasi yang diberikan
merupakan pelanggaran.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diklasifikasikan menjadi :
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang; dan
c. pelanggaran berat.

Pasal 20
Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf a berupa tidak menyampaikan laporan secara
berkala kepada Direktur Jenderal.

Pasal 21
Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2] huruf b berupa melakukan pengujian tidak sesuai
dengan tata cara pengujian.



Pasal 22

Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a.

(1)

(2)

pengujian dilakukan oleh tenaga penguji yang tidak
memiliki kompetensi;

. pengujian tidak menggunakan peralatan uji;
. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
. tenaga penguji pada unit pelaksana uji berkala kendaraan

bermotor melakukan tindak pidana dibidang pengujian
berkala kendaraan bermotor;

. tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan

kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
tidak melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan
bermotor.

Pasal 23

Informasi mengenai pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 diperoleh melalui:

a. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

b. laporan dari masyarakat; atau

c. laporan dari Asosiasi Profesi Penguji Kendaraan
Bermotor.

Hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:

a. waktu dan tempat kejadian;

b. pelanggaran yang dilakukan;

c. identitas Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor; dan

d. identitas pelapor.



(3]

(4]

(5)

(8]

(7)

Hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] disampaikan kepada Direktur Jenderal
untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hasil monitoring dan laporan yang tidak memuat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil monitoring dan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal menunjuk
petugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendarasan Bermotor yang
melakukan pelanggaran.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) Direktur Jenderal menjatuhkan

sanksi administratif.

Pasal 24

Sanksi administratif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (7) meliputi:

a.
b.

peringatan tertulis;
pembekuan; dan

c. pencabutan Keputusan Penctapan Akreditasi dan Sertifikat

Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (2) huruf a diberikan sanksi berupa surat
peringatan tertulis.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari
kalender.

Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap
pelanggaran  setelah  berakhirnya jangka waktu
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi
berupa pembekuan larangan operasi unit pelaksana uji
berkala kendaraan bermotor.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tidak
melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang
dilakukan, dikenai sanksi pencabutan Keputusan
Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 26

Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (2) huruf b diberikan sanksi berupa surat
peringatan tertulis.

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan
jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap
pelanggaran  setelah  berakhirnya jangka waktu
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi
berupa pembekuan larangan operasi unit pelaksana uji
berkala kendaraan bermotor.



(4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang
bersangkutan tidak melaksanakan perbaikan terhadap
pelanggaran, dikenai sanksi pencabutan Keputusan
Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 27
Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) huruf c dikenai sanksi pencabutan Keputusan
Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 28

(1) Dalam hal Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor yang dikenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, merasa keberatan maka dapat
melakukan  sanggahan kepada pemberi sanksi
administratif.

(2) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 14 {empat belas) hari kerja sejak dijatuhkan
sanksi administratif.

(3) Apabila Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
tidak mengajukan sanggahan, sampai habis masa
sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka
sanksi administratif mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29
Dalam hal terjadi kekosongan pelayanan pada Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor akibat diterapkan sanksi
administratif berupa pembekuan dan/fatau pencabutan
Keputusan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit



Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Uji
Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdekat.

Pasal 30
Surat peringatan tertulis serta Surat pembekuan Keputusan
Penetapan dan Sertiikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahlkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAE VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Surat Keputusan Akreditasi yang dikeluarkan sebelum
Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, tetap berlaku
sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan
Akreditasi

Pasal 32
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang
mengajukan permohonan penetapan akreditasi sebelum
Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan, tetap dilakukan
proses penetapan Akreditasi.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,

ketentuan mengenai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala

Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam:

a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.1471/AJ.402/DRJD /2017 tentang Alreditasi Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan

b. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.3914/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 tentang Akreditasi Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlalu pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 21 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

Ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA B.H.G‘I.ﬂl' HUI{‘UH DAH

NIP. 198204 }4 200502 1 001



LAMPIRAN 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP.4404,/AJ, 503/ DRIT/ 2020

TENTANG AKREDITASI UMT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR

A. Surat Permohonan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor.
KOP UNIT KERJA

Nomor ! XEXRXXXRKRRRERKX =~ avesees TR ¥ i A

Klasifikasi ¢ X DODOoDODooDoT

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Akreditasi Kepada :

{Baru /Perpanjangan®) Yth. Direktur Jenderal

Perhubungan Darat
di
TEMPAT

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor .... tanggal .... tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor, bersama ini disampaikan
permohonan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan

Bermotor sebagai berilout:
Mama UPUBKB L s s e e e
Alamat UPUBKB HIEE S 4 b ae b e e b e b b e

Nama Penanggung Jawab: X oooooooooonooroooonomss

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan
persyaratan unsur administrasi dan teknis.

3. Demikian surat permochonan ini dibuat untuk dapat diproses

lebih lanjut.
KEPALA DINAS /
PIMPINAN PERUSAHAAN 9
Tembusan: {Nama)
1. Kadis Provinsi Xooooooooooos fkatj
: Whl. Xoooooooooomoox
2. Kepala BPTD Wil ! mfﬂlgiP;

"] Coret yang tidak perlu



B. Surat Pemberitahuan Penclakan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
EKendaraan Bermotor.

KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor I X OoornrooUoDom JAKATA, .o B0
Klasifikasi D X OOOOOOOOERX
Lampiran : Xxrrooooooooooo
Perihal i  Pemberitahuan Penolakan Kepada :
Akreditasi

Yth. Kepala Dinas Provinsi
DKl Jakarta/ Kota/ Kab/
Pimpinan Perusahaan....¥)

Di
TEMPA

l. Sehubungan dengan surat permchonan Saudara Nomor .....
tanggal...., bersama ini disampaikan bahwa permohonan Saudara
tidak dapat diproses lanjut karena :

[ P dst.

2, Mengalir dari angka 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan
kepada Saudara untuk segera melengkapi dokumen dimaksud
paling lambat 7 [tujuh) hari kerja. Jika melebihi batas waktu yvang
telah ditetapkan, make Saudara mengajukan permohonan ulang.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

{Nama)
1. Sesditjen Perhubungan Darat {Pangkat)
2. Kadis Provinsi: Xsocooooooooooo (NIF)

3. Kepala BFTD Wil. Xanooooooooooo
*] Coret yang tidak perlu



C. Surat Penyampaian Komitmen Rencana Aksi [Action Plan)

KOP PEMERINTAH DAERAH EABUPATEN/KOTA
ATAU KOP APM/SWASTA

Nomor P AOOOOCCEOOOEE ARk S s
Klasifikasi P XOOnOOrrToo
Lampiran P ROODOOOITRIOO,
Perihal ¢ Penyampaian Komitmen Kepada :
Rencana Aksi [Action
Fian)
¥Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
di
TEMPAT
1. Berdasarken Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nemer .....
tanggal ...... perihal Pemberitahuan Hasil Akreditasi UPUBKE, telah
diperoleh bahwa UPUBKEB ... belum memenuhl kriteria klasifikasi

Akreditasi.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai persyvaratan untuk
memperoleh Akreditagi B, maka berikut ini lcami sampaikan beberapa hal
yang sanggup dipenuhi beserta jangks wakiu ftime line) vang dibutohlkan
dalam pemenuhan kekurangan tersebut :

N0 ITEM WAKTU PEHEHU IEULI'LHI TﬁHUH 20...
KEKURANGAN [ 1[2[3[4[5]| 8]9]10]11]12
1 | Alat uji kiason
2 | Bukti Lulus Uji
Elelctronilc
[BluE)
3 pengELnaan
E-money
jeashless)
dst | dst

3. Demikisn kami sampaikan, apabila dalam rentang wakiu sebagaimana
tersebut di atas baelum dapat kami penohi, maks kami siap menanggung
segala resiko yang diberikan dan/atau dialobatkan di kemudian han
dalam pelaksanaan pengujian berkala kendaman bermotor pada UPUBKEB

4. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya lami ucapkan

terimakasih,
BUPATI/WALIKOTA,/PIMPINAN UPUBKSE
APM/PIMPINAN UPUBKB SWASTA
mﬂ A F 1
1. Kadis Provinsi Xsoooocooo (setempat) fFﬂflﬂ'-'m".’
2. Kadis Kabupaten / Kota Xoooooo (setempat) {NTP%)
3. Kepala BPTD Wil. Xsooooom (setempat)
DIREKTUR JENDERAL
Sﬂ.lmm usum dengﬂn aull.n:,.ra PERHUBUNGAN DARAT,
AG
Ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si




LAMPIRAN 11
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP.4404/AJ. 502 /DRJD /2020
TENTANG AKREDITASI UNIT PELAKSANA UJl BERKALA

KENDARAAN BERMOTOR
A. Berita Acara Akreditasi
Berita Acara Akreditasi
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

(KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN)

BERITA ACARA AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA EENDARAAN BERMOTOR
Nomor :
Pada hari ini, ......... tanggal ......... bulan ........ tahun Dua Ribu ........ , bertempat
[ S s cieneeannesy  telah  dilakukan verifikasi terhadap pl:mmhunan

Akreditasi Umt Pelakuana LUji Berkala Kendaraan Bermotor:

Berdasarkan permohonan Kepala Dinas ..... Nomaor...... tanggal ..... perihal .....
serta berpedoman pada:
a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor...... tanggal ......
tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
b. Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomeor......
tanggal ...... tanggal ...... ;
c. Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal .....
Tim Penilai Akreditasi: 1. .....cccevenees (Ketua)
e e (Wakil Ketua)
D e [Anggota Tim)
. (Anggota Tim)
B e [Anggota Tim) dst.

Berdasarkan hasil verifikasi, maka tim penilai akreditasi menyepakati hasil
evaluasi sebagai berikut:
1. UNSUR ADMINISTRASI :
Aspek -aspek sebagai berikut :
1) Standar 1 : (adaftidak ada*) terpasang di .....
Moto L e i
Visi B AR R R S Bt e B
Misi N AR T R B T A R R R A A B
¥ [Masukan/saran tim akreditasi*)
2) Standar 2 : (ada/tidak ada*) terpasang di .....
Komitmen /Maklumat Pelayanan @ ........ccoommommms
¥ (Masukan /saran tim akreditasi*)



3)

4]

5)

&)

7)

Standar 3 : (ada/tidak ada*) terpasang di .....

S0P Pelayanan Pengujian : (ada/tidak ada*), disahkan dengan .....
SOP Tata Cara Pengujian : (ada/tidak ada*], disahkan dengan .....
S0F Penggunaan Alat Usi : (ada/tidak ada*), disahkan dengan .....
SOP Penanganan Pengaduan : (ada/tidak ada*), disahkan dengan .....
¥ (Masukan saran tim akreditasi®)

Standar 4 : (ada/tidak ada*) terpasang di .....

Penanganan Pengaduan @ .....ccvevvvvveininnnionens

¥ [Masukan/saran tim akreditasi®)

Standar 5 : (ada/tidak ada*)

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : ............

v [Masukan /saran tim akreditasi*)

Standar 6 : (ada/tidak ada®*)

Papan Informasi terletak pada ..... yang meliputi :

Prosedur Uji Berkala N i

Biaya Pengujian ¥

Penanggung Jawab % iy

Waktu Pelayanan S

¥ [Masukan /saran tim akreditasi*)

Standar 7 : Pelaporan Kepada Dirjen Perhubungan Darat (sudah /belum®*)
¥ [Masukan /saran tim akreditasi*)

. UNSUR TEKNIS :
Aspek -aspek sebagai berikout :

1)

2)

3]

4

Standar 1 : Lokasi (Dalam /Luar Kota*)

Status kepemilikan ....., sesuai dengan sertifikat ..... perihal tanda bukt
hak kepemilikan tanah seluas .....

¥ (Masukan /saran tim akreditasi®)

Standar 2 : Fasilitas Pengujian (ada/tidak ada*)

Fasilitas yang dimiliki saat ini berupa .....

¥ (Masukan /saran tim akreditasi*]

Standar 3 : Peralatan Pengujian

Gas Analyzer : {Ada/Tidak®, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital*)
Smoke Tester : (Ada/Tidak*, Berfungsi/Tidalk*, Analog/Digital*}
Head Light : {Ada/ Tidak*, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital®)
Brake Tester : {Ada/Tidak*, Berfungsi/Tidak", Analog/Digital®)
Axle Load : {Ada/Tidak*, Berfungsi/Tidak", Analog/Digital®)
Side Slip : [Ada/Tidak®, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital*)
Speedometer : [Ada/Tidak®, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital®]
Sound Level : [Ada/Tidak®*, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital*)
Tint Tester : (Ada/Tidak*, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital®)

Kedalaman Alur Ban  : (Ada/Tidak*, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital*)
Alat Pengukur Dimensi : (Ada/Tidak*, Berfungsi/Tidak*, Analog/Digital®)
¥ (Masukan/saran tim akreditasi*)

Standar 4 : Keakurasian Alat Pengujian
Gas Analyzer : (Akurat/Tidak*, SKHK /BA Kalibrasi Nomeor .....)
Smoke Tester : (Akurat/Tidak*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....)
Head Light : (Akurat/Tidak*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....)
Brake Tester : {Akurat [Tidak®*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....)
Axle Load : [Akurat/Tidak*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....)
Side Slip : (Akurat/Tidak*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....)
Speedometer : {Akurat/Tidak*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....)
Sound Level : (Akurat/Tidak*, SKHK/BA Kalibrasi Nomeor .....)
)

Tint Tester : (Akurat/Tidak*, SKHK/BA Kalibrasi Nomor .....



v [Masukan /saran tim akreditasi*)
5] Standar 5 : Kompetensi Penguji (Ada/Tidak®)
Unit Pelaksana Uji Berkala .... eksisting memiliki jumlah tenaga penguji
sebanyak .... dengan rincian .....
¥ [Masukan/saran tim akreditasi®)
6] Standar 6 : Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala (Ada/Tidak?*)
(Sudah terintegrasi dengan pusat/belum terintegrasi®)
v [Masukan /saran tim akreditasi*)
7) Standar 7 : Sistem Pembayaran (tunai/non tunai®)
¥ (Masukan /saran tim akreditasi*}
8] Standar B : Tanda Bukti Lulus Uji (sudah /belum®)
Menggunakan Bukti Lulus Uji Elektronik (BluE]
¥ (Masukan /saran tim akreditasi*)
9] Pemeliharaan Fasilitas (Ada/Tidak®)
Sesuai dengan ..... dengan nomor ...... tanggal .....
¥ (Masukan /saran tim akreditasi®)
10)Kapasitas Uji {(..... kendaraan /hari)
v [(Masukan /saran tim akreditasi*)

3. INOVASI UPFUBKB (Perpanjangan Akreditasi) :
Inovas yang telah di buat selama .... tahun pelaksanaan akreditasi pada
UFUBKB ..... sebagai benkut :

4. DETAIL HASIL PEMERIESAAN LAPANGAN
Hasil penilajian tim akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
terlampir dan sebagai syarat untuk merekomendasikan penetapan Keputusan
dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Demikian Berita Acara Akreditasi pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor ......... untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan
Keputusan Akreditasi serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penilai Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

NQ. NAMA TANDA TANGAN
1 | g e
2 ..
3 B i e S s
4 L, T —————
5. M




LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
OO0 OOOODIITDIODO0DDOOEON

1. UNSUR ADMINISTRASI UNIT PELAKSANA PENGUJIAN BEREALA EKENDARAAN BERMOTOR:

Standar Uralan Indikator EKondisi Lapangan Kesesuaian
Standar 1| | Moto, Visi, Adanya visi dan misi yang | Mengacu Akreditasi A
dan Misi dijabarkan dengan jelas
mengacu pada Pasal 2
Permenhub Nomor PM N—
133 Tahun 2015 tentang Tidak mengacu Akreditasi B
Pengujian Berkala
Kendarnan Bermotor
Penetapan moto Ada, dipahami, dan Akreditasi A/B
pelayanan yang mampu memativasi pelaksana
memotivasi pegaswai Tidak ada Tidak Sesuai
untuk memberikan
pelayanan terbailk
Meota pelayanan Divmumlcan melalui Akreditasi A/B
diumumlkan media informasi
Tidak diumumkan Tidak Sesuai
Standar 2 | Standar Komitmen Pelayunan Diumumlcan melalai Akreditasi A
Pelayanan vang dipublikasikan media informasi
(Komitmen (spanduk, banner,
Pelayannn) display, papan informasi
atau bentuk lain]
Tidak diumumkan Akreditazi B
Standar 3 | Sistem, Tata cara pelayanan Mengacu Alreditasi A/B
Mekanizme pengujian kendaraan
dan Prosedur | bermotor mengacu Pasal
Pelayanan 45 s. d. Pasal 52 Tidak mengacu Tidak Sesuai
(tata cara Permenhub Nomor P
pelayanan 133 Tahun 2015 tentang
pengujian Pengujian Berkala
kendaraan | Kendaraan Bermotor
bermotor, Tata cara pengEurnaan Mengacu pada Instrulksl | Akoeditasi AfB
tata cara peralatan pengujian Kerja Alat sesuai dengan
PEngEUnann kendarsan bermotor peralatan yang dimilikd
pongLjian
kendaraan Tata cama pengujian Mengacu Almeditasi A/B
bermotor dan | kendarasn bermotor
tata cara Mengacu Pasal 11 s. d.
pengujian pasal 13 Permenhub
kendaraan Nomer PM 133 Tahun : : .
bermotor] 2015 tentang Pengujian Tidak mengacu Tidak Sesuai
Berkala Kendaraan
Bermaotor
Standar 4 | Penanganan | Sistem/prosedur a.Tersedia penangan Alcreditasi AfB
Pengaduan penanganan pengaduan pengaduan [formulic
cetak elektronik] dan
tindak lanjut
Penanganan
Egu_duun
b.Tidak tersedia Tidak Sesugi




Standar 5 | Indeka Pelal-rumm survel [TKM Dilaksanalan Akreditasi A/B
Llitipunm ;li]r}mu Komitmen Tidak Dilal o Tidak Sesuni
(TEM) |

Standar 6 'F'a'Ptn Mengacu Pasal 4 ayat (8) | Mengacu Akreditasi A/B |
Informasi h : - —
o Tl Eoruicotecd o min sk Mengacn Tidalk Sesual
Informasi

Standar 7 | Rencana dan | Membuat pelaporan | Dilaksanakan Akreditasi A
mm' ::;u e h;. : ml:u: Masih menggunakan | Akreditasgi B
Direlctur yang terintegrasi (BluEj BELRPOFRT BTN
Jenderal

2. UNBUR TEENIS UNIT PELAKSANA UJ] BEREALA EENDARAAN BERMOTOR

Btandar Uraian Indikator Eondisi Lapangan Kesesuaian

Standar | | Lokasi Mengacu Pasal 162, PP Mengacu Akreditasi A/B
Eﬂ;ﬁ:ﬁ tmrﬂﬂmn 12 FRaE semgeen Tidak Sesuai

Standar 2 | Fasilitas Mengacu Pasal 14, Mengacy Alreditasi A/B

Pengujian Permenhub Nomor PM - = -
Pengujian Berlala
Kendaraan Bermotor
Standar 3 | Peralatan Mengucu Pasal 16, 11 alat lengkap Akreditasi A
Pengujian Permenhub Nomor PM s -
w 133 Tahun 2015 tentang | D98k  lengkap  (co-he, | Akreditasi B
Pengujian Berkala smoke, headlight, brake
Kendaraan Bermotor Says ke Inad) -
tidak mengacu Tidak Sesuai
Berfungsinya Peralatan 11 alat berfungsi Akreditasi A
& alat berfungsi (co-he, Akreditasi B
smoke, headlight, brake
dan axle load)
Sebagian tidak Tidak Sesuai
berfungsi/ Semua alat
tidak berfungsi*)
Teknologi Peralatan Sistem Akreditasi A/B
Kompurterizasi / Semi
Manual*]

Standar 4 | Kalibrasi Surat Keterangan Hasil 11 alat terkalibrasi Akreditasi A
%ﬁlmhgﬂffmm 5 alat terkalibrasi [co-he, | Akreditasi B
dait mash berlel smoke, headlight, brake

dan axle load)
Sebagan alat Tidak Sesual
terkalibrasif Semua alat
tidak terkalibrasi®)
Standar 5 | Kompetensi Memilild tenaga penguji | Mengacu Akreditasi A/B
ji ke
Penguji dibrtiiar dens Tidak Mengacu Tidak Sesuai
sertifilat kompetensi
Standar 6 | Sistem Sistemn informasi Sistemn informasid Akreditasi A
Informasi terintegras terintegrasi dengan pusat
Memiliki dan belum Akreditasi B
terintegrasi dengan
pusat/tidak memilikd
gistem informasi




Standar 7 | Sistem Menggunakan sistem Mengacu Akreditasi A
Pembayaran | pembayaran pelayanan | Tidak Mengacu Akreditasi B
pengujian non tunai
feashless)
Standar 8 | Tanda Bukti | Sudah menggunakan Mengacu Akreditasi A
Lulus Uji Bulcti ji
us Uji EE}‘U L“?“ﬁmﬂﬂ Tidak Mengacu Akreditasi B
Standar 9 | Pemeliharaan | Dilakukan pemeliharaan | Dipelihara secara periodik | Akreditasi ASB
Fasilitas dan | secara periodilk - T - :
DPA-SKPD)
Standar Kapasitas uji | Kapasitas uji per hari Mengacu Akreditasi AfB
10
Tidak Mengacu Tidak Sesuai




B. Surat Pemberitahuan Hasil Akreditasi

KOP KEEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MNomor D OO0 JEREATIE. . il e
Klasifikasi ;M OOO0onOOnoTUeE

Lampiran ¢ MDooonenonnoeo

Perihal : Pemberitahuan Hasil Kepada :

Akreditasi UPUBKB
Yth. Kadis Prov. DKI Jakarta/f
Kadis Kab/Kota/
Pimpinan APM/Swasta

di
TEMPAT

1. Berdasarkan Berita Acara Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor Nomor ..... tanggal ...... , bersama ini kami sampailkan bahwa masih
terdapat kelkurangan beberapa aspek sebagai berikut:

a. Unsur Administrasi
PRI 3 5 e e o e e e e R B B R R R R R
LTI T B R 8
3] dst.

b. Unsur Teknis
1] e OO OO OO OO OO0,
B N N N R OO OO

3] dst,
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor milik ..... dapat diproses untuk mendapatkan akreditasi B,

sclanjutnya dimchon untuk segera memenuhi kekurangan aspek
administrasi dan aspek teknis serta menyampaikan pula surat penyampaian
komitmen rencana aksi fAction Plan) pada kesempatan pertama.

3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya divcapkan

terimakasih.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tembusan;
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; (Nama)
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Menteri Perindustrian Republik Indonesia; (Pangkat)
4. Gubernuar Xxooooo; (NIF}
5. Bekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Otonomi Dasrah Kementerian Dalam

Megeri Republik Indonesia;

8, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Dastah Kementerian
Dalam Negeri Indonesia;

9. Bupati/Walikota/PimpinanAPM /swasta;

10.Sesditjen Perhubungan Darat;

11.Kadis Provinsi Xxocooom

12.Para Direktur di Lingkungan Perhubungan Darat;

13.Kepala BFTD Wil. Xoooo



C. Keputusan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

HOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :

TENTANG
FENETAPAN AKREDITASI

UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang oA

Mengingat : L

bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor ..... tentang Akreditasi Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Akreditasi
dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor ...... telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan akreditasi dalam melakukan kegiatan
pengujian berkala kendaraan bermotor;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
tentang Penetapan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor ...... ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun
2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1296);



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola
Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016
tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan
Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 37);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor
et tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor.

a. Surat Permohonan ..... Nomor ..... tanggal .... perihal
Permohonan Akreditasi ...... ;

b. Berita Acara Hasil Akreditasi Unit Pelaksana Uji
Berkala Kendaraan Bermotor Nomor.... tanggal ......

c. Surat..... Nomor ...... tanggal ...... perihal Penyampaian
Komitmen Rencana Aksi (Action Plan}*.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT TENTANG PENETAPAN AKREDITASI UNIT
PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR .....

Menetapkan bahwa :

Nama UPUBKB » ROOOOOCOOOTOOO0

Alamat UPUBKB  : Xaoosoooooooosx

Penanggung Jawab : Xo0oooooooooooon

Mendapatkan Akreditasi ...... dan diberikan Sertifikat
Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang telah
mendapatkan Akreditasi wajib :

a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang
diberikan;

melakukan pengujian sesuai dengan kompetensi penguji;
melakukan pengujian menggunakan peralatan uji;
melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;

I~ L

membuat pelaporan secara berkala kepada Direktorat
Jenderal;



KETIGA*

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

LR

f. menjamin tenaga penguji pada Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor tidak melakukan penyimpangan
terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dalam melaksanakan pengujian;

g. menjamin peralatan pengujian berfungsi sebagaimana
mestinya,

h. mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi
teknis sesuai kebutuhan; dan

i. melakukan kalibrasi peralatan pengujian Kendaraan
Bermotor.

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KEDUA, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor vyang telah mendapatkan Akreditasi B
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam
jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun, wajib melengkapi
kekurangan persyaratan pengujian berupa :

8. XIOCOUUUTENKK
b. Xsoooooooooex, dst

sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian Rencana

Aksi (Action Plan) Nomor : ...... tanggal ... yang
ditandatangani oleh ......

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM
KETIGA*, maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan
Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA dapat dicabut.

Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku
selama 5 (lima) tahun/ 4 (empat] tahun dan dapat
diperpanjang selama wunit pelaksana wuji berkala tersebut
melakukan pengujian®.

Perpanjangan masa berlaku Keputusan Penetapan Akreditasi
dan Sertiikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KEEMPAT, diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlaku berakhir.

Direktur yang membidangi Sarana Transportasi Jalan
melakukan pembinaan dan  pengawasan terhadap
pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.



KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkandi JAKARTA
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

SALINAN keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

R b Sl e b

Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
Sckretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
Direktur Sarana Transportasi Jalan;

Sekretaris D1rcktr::rat Jenderal Perhubungan Darat;
Gubernur .........
Bupatl,u"Wa.tﬂmta
Kepala Dinas Pcrhubungﬂ.n Provinsi ...... -

lﬂ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ..
11. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wﬂayah ey dan
12. Asosiasi ..... .



D. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Sertifikat Nomor -

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

SERTIFIKAT AKREDITASI
UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ....., tanggal ..... menyatakan bahwa :

Nama UPUBKB B 5 50 L e e e e e e b g
Alamat D X OO X OOOOUOOOOK
Penangpung Jawab D R OO0 OO0

Terakreditasi dengan klasifikasi :
AKREDITASI .....

Sertufikat Alcreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun/4 (empat) tahun, sejak tanggal
dengan ....

Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

«oee SEMPAl



HLASIFIHASI PELANGGARAN

1. pelanggaran diklasifikasikan menjadi
4. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang

€. pelanggaran berat.
2. Pelangparan klasifilasi ringan, berupa tidak membuat rencana dan pelaporan secara berleala kepada Direktorat Jenderal.
3. Pelanggaran klasifikasi sedang, berupa melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian,
4, m_n_nan.m.ﬂ_.:n klasifikasi berat n.._nu._u.......
melakulan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi penguji;
melakulan unﬁﬂ&.nﬂ tidak sesual dengan akreditas yang diberikan;
melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan wji;
peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinys;
tenaga penguji pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersanghutan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam melaksanakan pengujian;

tidak mempunyai tenaga penguiji dalam jumlah dan kealifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
tidak melakukan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor,

SANKSI ADMINISTRASI

1. sanksi administrasi diklasifikastkan menjadi:

a. peringatan tertulis;

b. pembelkuan; dan

c. pencabutan Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermetor.
pelanggarn klasifilas ingan diberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis,

Surat peringatan, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
Dalam hal pemberian surat peringatan melebihi yang telah ditentukan, diberikan sanksi berupa pembekuan.
Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) han kalender sejak pembekuan, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersanpgkutan tdak mengindahlan kewajibannya,

maka Keputusan Penetapan Akreditasi dan Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dicabut.

me paoE.

SERS

DIREKTUR JENDERAL
Salinan sesuai dengan aslinya PERHUBUNGAN DARAT,
KEPALA BAGIAN HH_HEH— Eu_ Ttd

Drs. BUDI SETIYADI, §.H., M.Si.




LAMPIRAN Il

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP.4404 /AJ.502 / DRID/ 2020

TENTANG AKREDITAS] UNIT PELAKSANA UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR

Surat Teguran Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor PO N XXX Jakearta, ..oiivennnes 20 ..

Klasifikasi Penting/ Segera

Lampiran b it e e e

Perihal Peringatan Pelanggaran Kepada :

Alcreditas:
¥th. Kepala Dinas Provinsi

DI Jakarta/ Kota/ Kab/
Pimpinan Perusahaan....*)
di
TEMPAT

. Dasar ;

a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..... tanggal ...
tentang ..... pasal ..... menyebutkan bahwa .....

b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ..... tanggal .....
tentang penetapan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor telah ditetapkan bahwa Dinas ..... mendapatkan penetapan
akreditasi .....

€ ... Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermoter ... terbukti
melakukan pelanggaran akreditasi berupa .....

. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa
Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ..... termasuk dalam
kategori melakukan Pelanggaran [ringan/sedang*].

. Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini diharapkan yang bersangkutan
dapat segera melaksanaken perbaikan terhadap pelanggaran ... Surat
peringatan ini berlaku untuk selama-lamanya 30 (tiga puluh)] han kalender,
terhitung sejak tanggal dikeluarkannyva surat peringatan ini.

. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(Nama)
1. Sesditjen Perhubungan Darat f ﬂ"iIF_'}E“EI ]

2. Kadis Provinsi X0o0ooos
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat
4, Kepala BPTD Wil. Xxooooooo:

*| Coret yang tidak perlu



Surat Pembekuan Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

KOP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor D X OO Jakarta, .....ccoconnn 20 L
Klasifikasi : Penting/Segera
Lampiran ! R OOOOOOOnUoDooI
Perihal 1 Pembekuan Keputusan Kepada :
Penetapan dan Sertifikat Yth. Kepala Dinas Provinsi
Akreditasi UPUBKB DKI Jakarta/ Kota/ Kab/
Pimpinan Perusahaan....*)
di
TEMPAT

1. Sehubungan dengan terjadinya pelangaran akreditasi pada Unit Pelaksana
Uji Berkala Kendaraan Bermotor ....., dan dengan memperhatikan :

a. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomer : ..... tanggal .....
perihal Peringatan Pelanggaran Akreditasi;

b. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Momor : ..... tanggal .....
perihal Peringatan Kedua;

¢. Surat Direlctur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : ... tanggal .....

perihal Peringatan Ketiga®;
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Perhubungan Darat

membelukan sementara Keputusan Penetapan dan Sertifikat Akreditasi
Unit Pelaksana Uji Berkala ....., dengan nomor : ..... tanggal ..... tentang .....

3. Pembekuan sebagaimana dimaksud pada butir 2 {dua) berlaku mulai 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak diterbitkannya surat ini.

4, Dengan pembekuan ini maka berlaku ketentuan :

8. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendarasan Bermotor ..... dilarang
melaksanakan kegiatan pelayvanan pengujian berkala kendaraan
bermotor;

b. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor .... tidak dapat

mengajukan permohonan akreditasi kembali sebelum dilaksanakannya
perbaikan terhadap pelanggaran yang dilaloukan.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tembusan: (Namay)
1. Sesditjen Perhubungan Darat i e e
2. Kadis Provinsi Xsoooooom (Pangkat)
3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubdat (NIF)
4, Kapolres Xoooooo
3. Kepala Kejaksaan Negeri Xaoooo
6. Kepala BPTD Wil. Xroooooooe

Salinan sesuai dengan aslinya DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

Ttd.
Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.






